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PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PEMTURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 7TAHUN2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YAIIG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa pedoman organisasi dan perangkat daerah yang diatur
dalam Peraturan pemerintah Nomor g4 Tahun Z0OO telah dirubah
dengan Peraturan pemerin:ah Nomor g Tahun 2003, serta te lah
direvis i  kembal i .dengan peraturan pemerintah uornor . i1 Tahun
2007, karena dianggap t idak sesuai  denEan keadaan dan
perkembangan penataan pemerintah Daerah, maka peraturan
Daerah Provinsi Riau tentang pembentukan Susunan OrEanisasi dan
Tata Keda Sekretariat Daerah dan Sekretariat Der.;an penvakilan
Rakyat Daerah Provinsi Riau perlu disesuaikan kembati;

b.  bahwa sehubungan dengan huruf  a di  atas,  d ipanoanq Derlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Organrsasi dan tatla rer;a
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DeGn pen,rakiian Rakyit
Daerah provinsi Riau.

Mengingat .1

2.

Undang-undang Nomor 6l  Tahun 1958 tentanq pembentukan
Daerah Swatantra l-ingkat I Sumatera Barat, Jimbi dan Riau
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nonror i646);
Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 teniang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Neqara Repubirk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Neoara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentanq pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2O0a Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia l , icrnor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun Z0O4 t?ntang per imbangan
Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Femerintaian Daerah
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 I ' ic ; -nor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia t , tomor . i438);
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5. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
Urusan pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan Daerahprovinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor gZ, iambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 4737):

6. peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun ZO07 tentang Organisasiperangkat Daerah (Lembaran Negara Repubfik lndoiesia-Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

7. Peraturan_Menteri Dalam llegeri Nomor 57 Tahun 2007 tentangpetunjuk Teknis penataan Organisasi perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah provinsi Riau Nomor 2 Tahun 200g tentang

Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan provinsi Riau (
Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2009).

'  
Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PRovINsI RIAU TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah in i  yang dimaksud dengan:
1.  Daerah adalah Provinsi  Riau;
2. Pemerintah daerah adalah gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyetenggara pemerintahan daerah;
3.  Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah,

sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan rembaga teknis
daerah;

5.  Sekretar iat  Daerah adalah Sekretar iat  Daerah provinsi  Riau;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah provinsi Riau;
7. sekretariat Dewan perwaki lan Rakyat Daerah yang selanjuinya disebut

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DpRD provinsi Riau;
8. sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

Sekretar is DPRD adalah Sekretar is DpRD provinsi  Riau.
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BAB II
PEMBET{TUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan D€erah Inl dlbentuk organlsasl dan Tata Kerja sekretarlar
Daerah dan Sekreta'lat Dewan perwakilan Rakyat Daerah provinsi Riau.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tuqas pokok

Pasal 3
(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf;
(2) sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang sekretaris Daerah yang berada di

bawah dan bertanggung Jawab kepada Gubernur.

Pasal 4
Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubemur dalam
menyusun kebuakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

a Sekretaris Daerah;
h Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten I);
c Asisten Bidang Perekonomian dan pembangunan (Asisten II);
d Asisten Bldang Administrasi Umum (Asisten IU)i
e. Biro Tata Pemerlnbhan;
f. Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
g. Biro Hubungan MasyarakaU
h Biro Mminiskasi Pembangunan;
i. Biro Mminisbasi Perekonomian;
j. Biro Adminisbasi lGsejahteraan Ralryat;
k Hro tknm;
l. Biro Perlengkapan;
rn Biro Keuangan.

(2) Bagan organisasl sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan
Daerah ini.

Bagian Ketiga
Asisten Bidang pemerintahan

(Aslsten I)

Pasal 6
Asisten Pemerintahan melaksanakan tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan
membantu Seketarls Daerah mengkoordinasikan dan menlelenggarakan pekerJaan dan
kegiatan.dibidang tata pemerintahan, hukum, organisasi dan tatatiksana dan hubungan
maq/arakat.

Pasal 7

Aslsten Bldang Pemerlntahan terdtri dari:
a. Bl(o Tata Pemerlntahan;
b, Blro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
c, Biro Hubungan Masyarakat.

Paragraf 1 .
Biro Tata Pemerintahan

Pasal 8
Biro Tata Pemerintahan mempu.nlaj_ tugas menyelenggaraKan peKerlaan dan kegiatanperumusan dan penyusunan. kebljakan, rencana k-4a, pembtnjan, p.nga*isan,
koordinasi, sinkronrsasr, pemberian dukungan/bantuan, monitoring dan eiaruasi dibidang perangkat pemerintahan daerah dln kependuouKan, pemerintahan umum,otonomi daerah, dan penataan wilayah administrasi dan perbatasan.

Pasal 9

Biro Tata Pemerinbhan terdiri dari:
a, Paglait Perangkat pemerintahan Daerah dan Kependudukan, terdiri dari :1. Sub Baglan pemblnaan perangkat pemerintah Daeian;

2, Sub Bagian Kependudukan;
3, Sub Baglan Tata Usaha Biro.

b. Eagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
_1. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan;
2. Sub Bagian pelayanan Umum pemeriniahan;
3. Sub Bagian pertanahan.

Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
1. Sub Bagian Desentralisasi dan pengembangan Otonomi Daerah;
2. Sub Bagian pelaporan penyelenggiraan p"-r.rinianan Daerah;
3. Sub Bagian Pejabat Negara danGgislatif.
Bagian Penataan Wilayah Administrasi dan perbatasan, terdiri dari :1. Sub Bagian Penataan Batas Wilayah/Daerah;
2. Sub Bagian Konflik pemerintahan dan Keaminan;
3. Sub Bagian Kerjasama Daerarr.

Diro Hukum, o.;:lT:tj, 
to"" 

ratara ksana
Pasal 10

Biro Hukum, Organisasi dan,Tatalaksana mempunyai tugas menyelenggarakanpekerjaan dan kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan, rencana kerja,pembinaan,. pengawasan, koordinasi, sinf,rbnis'aii- pemberiin OuXunganlUantujn,monitoring dan evaluasi di brdang dokumenrasr, peruno'ang-unoangan, hukum dan hakasasi manusia, produk hukum kabupaten/kota r.rtu oiginis.ri dan tatarar€ana.



Pasal 11
Biro Hukum, O/ganisasi dan Tatalaksana terdiri dari:
a, Bagian Ketatalakanaan terdiri dari:

1. Sub Bagian Anallsis Jabatan;
2. Sub Bagian Akuntabilitas Klnerja Daerah;
3. sub Bagian Tata Usaha Biro.

b. Bagian Perundang-Undangan, terdiri dari :
l. Sub Bagian Produk Hukum provinsi;
2. Sub Bagian pembinaan produk Hukum Kabupaten/Kota;
3. Sub Bagian Sosialisasi dan Dokumentasl.

c. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari :
1. Sub Bagian Bantuan Hukum;
2. Sub Bagian Hak Asasi Manusia dan Kerjasams Daeran;
3. Sub Bagian Penyidik pegawai trte.geri Sipil.

d. Bagian Kelembagaan terdiri dari:
1. Sub Bagian Kelembagaan provrnsi;
2. Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
3. Sub Bagian Perpustakaan.

Paragraf 3
Biro Huhungan Masyarakat

Pasal 12
Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pekeiaan dankegiatan perurnusan dan . 

penyusunan kebilakan, rencana kerja, pembinaan,pengawasan, koordinasi, sinkronisasi,- pemberian dukungan/bantu.n,' ,onitoring dinevaluasi di bidang pengumpulan informasi, penyajian- iniormasi, 'p"n.ongi,i 
Junpublikasi.

pasal 13
Biro Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
a, Bagian Pengumpulan Informasi terdiri dari:

1. Sub Bagian pendataan Informasi:
2. Sub Bagian Penyaringan Informasi
3. Sub Bagian Tata Usa:a 6iro;

b. Bagian Penyajian Informasi terdiri dari:
1. Sub Bagian Hubungan pers;
2. Sub Bagian Dokumentasi;
3. Sub Bagian Distribusi.

c. Bagian Penerangan terdiri dari:
1. Sub Bagian Blna penyuluhan;
2. Sub Eagian Blna pemberitaan;
3. Sub Baglan Blna penerbltan.

d. Bagian Publikasi terdiri dan:
1. Sub Bagian Audio Visual;
2. Sub Bagian Publikasi;
3. Sub Baglan Edltor,

f

Asisten eiorns pu?uug;31ff:Hir" pembansunan
(Asisten II)

Pasal 14
Asisten Perekonomian dan pembangunan meraksanakan tugas menyerenggarakan
pekerJaan dan keglatan membantu sekretaris Daerah mlngkooronasiliain dan
menyerenggarakan pekerjaan dan kegiatan dibidang administrasi pembangunan,
administrasi perekonomian dan administrasi kesejahteraai rakyat.

Pasal 15
Asisten Prekonornian dan pembangunan, terdiri dari:
a. Biro Administrasi pembangunan;
b. BiroAdministrasi perekonomlan;
c. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

' Paragraf 1
Biro Administrasi pcmbangunan

Pasal 16
Biro. Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyerenggarakan p€kerjaan dankegiatan dibidang perumusan dan penyusunan -kebijakan, 

rencana keda, pembinaan,
pengawasan, koordinasi, sinkronisasi, pemberian dukungan/bantuan, mor,itoring oan
evaluasi di bidang adminlstrasi dan perencanaan, administrasi pembangunan se-Koral
dan administrasi pembangunan provinsi,

Pasal 17
Biro Administrasi Pembangunan terdiri dari:
a. Bagian Administrasi dan perencanaan, tediri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan program
2. Sub Bagian Keuangan, Evalulsi dan pelaporan;
3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

b. Bagian Administasi Pembangunan Sektoral, terdiri dari :
1. Sub Bagian Pengendalian proyek Dekonsentrasi;
2. Sub Bagian Pengendalian poyekTugas pembantuan;
3. Sub Bagian Pengendallan poyek program Khusus pLN.

c. Bagian Administrasi Program provinsi, terdiri dari :
1. Sub Bagian Pengendalian proyek Lembaga Teknis Derah;
2. Sub Bagian Pengendalian proyek Dinas Daerah;
3. Sub bagian Pelaporan pembangunan provinsi.

Paragraf 2
Biro Administrasi Perekonomian

Pasal 18
Biro Administrasi Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan
kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan, rencana kerja, pembinaan,
pengawasan, koordinasi, sinkronisasi, pemberian dukungan/bantuan, monitodng dan
evaluasl di bidang ekonomi kerakyalan, perekonomlan umum dan pembinaan
perekonomian daerah dan keriasama.
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Pasal 19

Blro Adminlsuasi Perekonomian terdiri dari :
a. Baglan Ekoriomi Kerahyatan, terdiri dari :

1. Sub Baglan Koperasl;
2. Sub Baglan Usaha Kecil Menengah;
3, Sub Bagian Tata Usaha Biro.

b. Bagian Perekonomian Umum, terdiri dari
1. Sub Baglan Industrl, perdagangan dan penanaman Modal;
2. Sub Baglan Badan Usaha Milik Daerah;
3. Sub Baglan Penataan perekonomlan Umum.

c. Bagian Pemblnaan Perekonomian Daerah dan sumber Daya Alam Daerah, terdiri
darl :
1. Sub Bagian Pemblnaan perekonomian pedesaan;
2, Sub Baglan pemblnaan Sumber Daya Alam Daerah;
3. Sub Baglan Pemblnaan perekonomlan perkotaan.

Asisten rioS:3'XiHlfirasi unr um
(Asisten III)

Pasal 22
Asisten Administrasi umum melaksanakan tugas menyerenggarakan pekerjaan dankegiatan membantu sekretaris Daerah meng"koorain.iirrn dan menyerenggarakanpekerjaan dan kegiatan dibidang umum, perlengkapan dan keuanqan.

Biro Administr"!i',i!i1ljn*,aan Rakyat
Pasal 20

Blro Adminlstrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyerenggarakan pekerJaan
dan keglatan perumusan d.an penyusunan kebrjakin, rencana kerja, pembinaan,pengaw€san' koordinasl, sinkronisasi, pemberian dukungan/bantu.n, -'nonitorinl 

oanevaluasi di bidang administrasi kesejahteraan sosiar, ldministrasi pendioirari Jinagama, administrasi pemberdayaan perempuan dan keluarqa berencana.

Pasal 21
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
a. Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:

1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
2. Sub Bagian Umum;
3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

b. Bagian Administrasi pendidikan dan Agama, terdiri dari:
1. Sub Bagian Kependidikan;
2. Sub Bagian Aktifitas Keagamaan;
3. Sub Bagian Sarana dan prasarana Keagamaan,

c. Bagian Administrasi pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:1. Sub Bagian perlindungan dan pernberdayaan perempuan;
z, Sub Baglan perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
3. Sub Bagian Gender dan peningkatan Kuali[as Hidup peremDuan.

Paragraf 1
Biro Umum

Pasal 24

9Ig 
U_Tyr mempunyai tugas menyerenggarakan pekerjaan dan kegiatan perumusan

oan penyusunan kebljakan, rencana kefa, pembinaan, pengawasan, koordinasr,
sinkronlsasi, pemberian dukungan/bantuan, monitoring dan evJruasi di'bid;;; ;Lusaha umum dan kepegawaran, rumah tangga pimpina-n, keuangan ser.retariii iaeranserta protokol,

. Pasal 25
Eiro Umum terdiri dari:
a. Bagian Tata Usaha:

1. Sub Bagian Tata Usaha Gubernur;
2. Sub Bagian Tata Usaha Wakil Gubernur:
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

b. Bagian Rumah Tangga pimpinan, terdiri dari:
1. Sub Bagian Rumah T:ngga Gubernur;
2, Sub Bagian Rumah Tangga Wakil Gubernur;
3. Sub Bagian Rumah Tangga Sekretaris Daerah.

c. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, terdiri dari:
1. Sub Bagian Belanja pegawai dan perjalanan Dinas;
2. Sub Bagian Tata Usaha Keuangan Setda;
3. Sub Bagian Verifikasi Keuangan Setda.

d. Bagian Protokol, terdiri dari:
1. Sub Bagian Protokol;
2. Sub Bagian Akomodasi;
3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

Asisten Administrasi umum terdiri durir 
Puttl 23

a. Biro Umum;
b. Biro Keuangan;
c. Biro Perlengkapan;

Paragraf 2
Biro Keuangan

Pasal 26
Biro Keuangan mempunyai tugas menyerenggarakan pekerjaan dan kegiatan perumusan
dan penyusunan kebijakan, rencana kerja, pembinaan, pengalvasan, koordinasi,
sinkronisasi, pemberian dukungan/bantuan, monitorlng dan evaluaii di bidang anggaian
daerah, kas daerah, daerah bawahan, akuntansi dan pelaporan.

Pasal 27
Biro Keuangan terdiri dari:
a) Bagian Anggaran Daerah, terdiri dari:

1. Sub Bagian Anggaran Daerah I;
2. Sub Bagian Anggaran Daerah II;
3. Sub Bagian Anggaran Daerah III.



b) Bagian Anggaran Daerah Bawahan, terdiri dari:
1. Sub Bagian Daerah Bawahan I;
2. Sub Bagian Daerah Bawahan II;
3. Sub Bagian Daerah Bawahan III.

c) Bagian Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
1. Sub Baglan Akuntansi dan Pelaporan I;
2. Sub Baglan Akuntansi dan Pelaporan II;
3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan IIL

d) Bagian Kas Daerah, terdiri dari:
1, Sub Baglan Penerimaan Kas Daerah;
2. Sub Bagian Pengeluaran Kas Daerah;
3. Sub Baglan Tata Usaha Biro.

Paragraf 3
Biro Perlengkapan

Pasal 28
Blro Perlengkapan mempunyal tugas menyelenggarakan pekerjaan dan perumusan dan
penyusunan kebijakan, rencana kerja, pembinaan, pengawasan, koordinasi, sinkronisasi,
pemberian dukungan/bantuan, monitoring dan evaluasi di bidang analisa kebutuhan
barang, pengadaan dan penyimpanan barang, perneliharaan dan adhinistrasi barang.

Pasal 29
Biro Perlengkapan terdiri dari:

a. Bagian Analisa Kebutuhan Barang, terdiri dari:
1. Sub Bagian Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Evaluasi;
3, Sub Bagian Tata Usaha Biro.

b. Bagian Pengadaan dan Penyimpanan Barang, terdiri dari:
1" Sub Bagian Pengadaan Barang pakai Habis;
2. Sub Bagian Pengadaan Barang Inventaris;
3. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.

c. Bagian Pemeliharaan, terdiri dari:
1. Sub Bagian Pemeliharaan, Perlengkapan dan Instalasi penunjang Kantor;
2. Sub Bagian Pemeliharaan Gedung dan Kantor;
3. Sub bagian Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional.

d. Bagian Administrasi Barang, terdiri dari;
1. Sub Bagian Inventarisasi Barang;
2. Sub Bagian Pelaporan dan Pengawasan;
3. Sub Bagian Penalausahaan Barang Inventaris.

i

t

BAB IV
SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas pokok

Pasal  30
(1) sekretariat DPRD merupakan unsur perayanan terhadap Dey/an perwaki lan

Rakyat Daerah;

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris De'van dan secara teknis
operasional berada di.  bawah dan bertanggung Jawab kepada pimpinan
Dewan Perwakiran Rakyat Daerah dan sel ira-admrnistrat i f  bertanggungjawab kepada,Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal  31
sekretariat DPRD mempunyai tugas menyerenggarakan administrasi kesekrerariatan,
administrasi keuangan, mendukung peraksanaan-t-ugas dan fungsi Devran perwakiran
Rakyat Daerah, dan menyedglpn serta mengloordinasikai tenaga inri-yang
diperlukan oleh Dewan perwakiran Rakyat Dierah sesuar dengan kemampuan
Keuangan daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 32
(1) Susunan Organisasi Sekretariat DpRD terdir i  dari :

a. Sekretaris;

b'. Eagian Umum terdiri dari:
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub Eagian Rumah Tangga dan perlengkapan;
3. Sub Bagian Transportasi dan peqalanan Dinas.

c. Bagian Persidangan dan produk Hukum terdiri dari:
1. Sub Bagian Rapatdan Rjsalah;
2. Sub Bagian ftoduk Hukum;
3. Sub Bagian Alat Ketengkapan D*an dan FnkS.

d. Bagian Keuangan dan perencanaan terdiri dari:
1. Sub Bagian perencanaan dan Ar€Earan;
2. Sub Bagian Pembayaran;
3. Sub Bagian pembuku,an dan pertznggungau/aban.

e. Bagian Hubungan Masyarakat dan perpustakaan terdiri dari:
1. Sub Bagian Huburqan l'4aq6nkat dan protokd;
2, Sub Eagian Informasi dan Dokumartasi;
3. Sub Bagian Perp6bkaan dan Kearsipan.

(2) Bagan organisasi sekretariat DPRD adarah sebagaimana tercantum daram
Lampiran II dan merupakan baglan yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan
Daerah ini.

IO
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BAB V
STAF AHLI

pasal  33
(1) Dalam mdlaksanakan tugasnya Gubernur dibantu oteh Staf  Aht i ;
(2)  : !gf  Ahl i  sebagaimana dimaksud pada ayar (1) pat ing banyak 5 ( t ima) Staf

Aht i :

Staf ahl i  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah .
- Staf Ahli Bldang Hukum dan potitik;
-  Staf  Ahl i  Bidang pemerintahan;
- Staf Ahli Bidang pembangunan;
- StafAhli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya l,lanusia.
Tugas dan Fungsi  Staf  Ahr i  d i tetapkan dengan peraturan Gubernur di  ruar
tugas dan fungsi  Perangkat Daerah;

staf  Ahl i  dalam peraksanaan tugasnya secara adminis i rat i f  d ikoordinasikan
oleh Sekretar is Daerah.

KELoMpoK rA31?i,l rr*"rronor.
.  Pasal 34

untuk menunjang tugas dapat diangkat kelompok jabatan fungsionar sesuai
dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhtian;
Pengangkatan kerompok jabatan fungsionar sebagaimana dimaksud ayai (1) di aias
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur
dan ditetapkan berdasarkan peraturan peruniang-undan{an;
Kelompok jabatan rungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oreh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tefsebut pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
l.enis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas,
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ber:a<u;
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas, sesuai den-can peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 35
Dalam menjalankan tugasnya sekretarls Daerah dibantu oleh Asisten sekretaris
Daerah dan Sekretaris DPRD dibantu oleh Baglan-gaglan sesuai dengan bidang
tugas yang ditetapkan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
Setiap unsur pin,pinan di I ingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DpRD
dalam menjalankan tugas dan fungsinya rvajib memperhatikan, melaksanakan dan
menerapkan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen, kcordinasi, integrasi,
sinkronisasi, simplifikasi, kerJasama, efisiensi. efektifltas, transparansi dan
akuntabilitas publik;

(4)
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Sub Bagian, Bagian, Biro dipimpin oleh Kepala, Asisten dipimpin oleh Asisten,
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekrertaris dan dalam
menjalankan tugasnya berada dan bertanggung jalvab secara hierarki kepada
atasan yang bersangkutan;

Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan
dan pengawasan terhadap pegawai bawahannya. keuangan, perlengkapan,
organisasi dan tatalaksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa
menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wer,/enang, tugas,
kewajiban dan tanggung Jawab yang diberikan kepadanya Calam rangka
mewujudkan Pemerintahan yang baik, pemberdaTaan caerah dan
mensejahterakan rakyat;

Setiap unit kerja wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
secara hlerarkl, prosedur serta tata keqa yang ditetapkan.

BA,B VIII

,  ESETONLSASI
Pasat Jb

Sekretar is Daerah merupakan jabatan struktural  Eselon Ib;
Asisten, Staf  Ahl l  dan Sekretar is DPRD merupakan Jabatan struktural  Eselon

Kepala Biro merupakan jabatan struktural  Eselon I Ib;
Kepala Baglan merupakan Jabatan struktural  Eselon I l Ia;
Kepala Sub Baglan merupakan jabatarr  struktural  Eselon iVa.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 37
Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur
dari Pegawai Negeri Sipil yang le!ah memenuhi s./arat sesuar keteniuan peraturan
perundang-undangan;
Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari  Pegarvai Negeri Sipi l  yang telah
memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Asisten dan Staf Ahl i  diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari  Pegarvai
Negeri Sipi l  yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peratuian perundang-
undangan;

(4) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari  Pegarrai Negeri Sipi l
yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perunoanc-undangan;

(5) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Provinsi can Sekretariat
DPRD Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari  Pegay/ai Negeri
Sipi l  yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturen perundang-
undangan;

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 38
Sumber-sumber pembiayaan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
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BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39
Pada saat Peraturan Daerah in i  d inyatakan ber laku, pejabat yang ada tetap
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai di tetapkannya pelabat yang
baru.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah propinsi Riau
Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Propinsi Riau dan peraturan Daerah propinsi Riau Nomor 3
Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organjsasi dan Tata Kela Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi Riau dinvatakan dicabut can tidak
berlaku;
Rincian tugas, fungsi, dan tatakeda yang belum diatur dalam perdturan Daerah int,
akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

(1)

(2)

Pasal 41
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah inl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah provinsi Riau.

Diundangkandi Pekanbaru
pada Langgal 5 Desember 2008

ROVINSI RIAU
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